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Abstract

This paperaims topicture the Indonesia economy policy inperspective ofIslamic
economy concept. First, the writer describe historically the relation between
economy andpolitic which then present the world economy systems. In Indonesia
context, the system of economy which formulated was different with the other
worldeconomy system such as liberalism and mercantilism. The system economy
ofIndonesia, known as the Pancasila economy system standbetween both ofthem.
According to the writer, the Indonesia economy system has the same goal with the
basic concept ofIslamic economy that to create the socialjustice. The problem is
that the basic concept of Indonesia economy often had the multi-faces when
implementated in the reality.
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A. Pendahuluan

Sejak dahulu sampai sekarang, praktek politik tidak bisa dilepaskan begitu saja
dengan ekonomi. Kehidupan politik dan ekonomi selalii saling bertemu, saling
mempengaruhi dan jalin-menjalin. Aktivitas-aktivitas politik karena itu amat sulit
dipisahkan dari aktivitas-aktivitas ekonomi.

Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur
perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik, baik
yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Joseph Crosey yang
mengadakan penyelidikan khusus dan mendalam tentang hubungan ilmu politik dan
ekonomi, seperti yang dikutip oleh Isjwara mengatakan; "Thatpolitics andeconomic
life have much to do with each other as remark matched inselfevidence only by
theparallel observation thatpoliticscience andeconomics are of mutual interest^

Orang-orang Yunani menciptakan istilah "oikonomos"yang berarti urusan rumah
tangga, sejak itupulakehidupan politiktidak terlepas darinya. Namun istilah tersebut
tidak hanya dipergunakan dalam arti yang sempit—^mengenai pengelolaan rumah tangga
saja—tetapiJuga dipergunakan dalam arti luas, menyangkut pengelolaan negara kota.
Karena negara kota itudisebut dengan negara polis, maka istilahpolitical economy
sudah digunakan.^ Istilah tersebut mengandung pengertian bahwa dalam sebuah
masyarakat ekonomi, keterlibatanpemerintah didalamnyamemang tidakdapat dinafikan.

B. Sekitar Kebijakan Ekonomi
Sampai abad ke-17 M., keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian

dapatditelusuri dari adanyausahanegara Spanyol dalam membiayaipenjelajahan Columbus
untuk menemukanjalan terpendek dari Eropa keIndia. Berhasilnyapenemuan tersebut
mengakibatkan dorongan yang luar biasa kepada negara-negara Eropa untuk berlomba-
lomba mengejar kekayaan, salah satunya dengan merijajah negara-negara diAsia yang
mereka temukan. Dari sini kemudian berkembang sebuah aliran atau paham ekonomi
Merkantilis (negara merupakan faktor positif"pemimpin" dalam perekonomian).^

'F.Isjwara, \9Z9,PengantarIlmu Politik, Semarang: PutraBardin, hal. 74.
^George Soule, 1994, Pemikiran ParaPakarEkonomi Terkemuka dariAristoteles Hingga

K^nes, ter. Gilarso, Yogyakarta: Kanisius, hal. 10.
^Merkantilisme merupakan sebuahjulukan yang diberikan oleh parapengkritik paham ini

terutama Adam Smith. Tetapi julukaninisamasekali tidakdipakai olehparapenganutnya. Mereka
tidak menganggap dirinya sebagai mazhab atau aliran ekonomitersendiri, apalagi berpretensi untuk
raenyusun sebuah kerangka berpikir ilmiah. Mereka adalah orang-orang lapangan, praktisi, baik
sebagai pedagang maupun politikus. Namun dalam arti tertentu, julukan merkantilisme memang
tepatdigunakan karena sebutan tersebut mengandung makna menyamakan kebijakan suatu bangsa
atau negara dengan kebijakan seorang pedagang yang berusaha mendapatkan hasil yang lebih
besarsaat menjual dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan saatmembeli. Seperti layaknya
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Politikperekoriomian merkantilisme sebagai aliran perekonomian bertujuan untuk
memperkuat negara dengan jalan akumulasi kekayaan atau kapital, karena itu
pembangunan ekonomi harusdiprioritaskan. Kalauupayaakumulasi itutidakcukup
dilakukan didalam negeri, perdagangan intemasional hamsdigalakkan sebagai sarana
perjuangan mencapai kepentingan nasional, yaitu akumulasi kapital. Demimemperoleh
surplus sebanyakmungkin dariperdagangan intemasional dalam lingkungan yangpenuh
konflik, pemerintah dalammasing-masingnegaraharusmengembangkan kebijaksanaan
"nasionalis-ekonomi"yaitudengan:pertama^menerapkanpengendalianhargadan upah
bumh sehinggabarang yang dihasilkan bisa dijual dengan harga yang bersaing di pasar
intemasional; kedua, menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor; ketiga,
menggalakkan eksporbarangmanufakturdanmembatasi imporhanyauntukkomoditi
pasar.'*

Dalam abadke-18, lahirlahdi Eropastelselperekonomianbam yangdidasarkan
atasajaranQuesnay di Perancisdenganaliranphisiokratnya dan AdamSmithdi Inggris
denganaliranklasiknyayangmembukaaliranperekonomian liberal. Stelselperekonomian
ini berbeda sekali dengan stelsel perekonomian merkantilisme. Jika dalam stelsel
perekonomian merkantilisme negaramemainkanperanpositifdalambidangperekonomian
dan secaralangsungtumt campurtangandalamjalannyaperekonomian,makasebaliknya
aliranliberalismejustmtidakmengjiendakicampurtangannegaradalam bidangini.Negara
hams membiarkan individu masing-masing mencari kesejahteraannya, bemsaha dan
berekonomi dengan sebebas-bebasnya dalam ekonomi domestikmaupun intemasional.
Dengan kata lain mereka menganjurkan pasar bebas.^

Selanjutnya,pada akhir Perang Dunia I di Inggris dikemukakan ide-ide tentang
^'Negara Kesejahteraan" (welfare state), antara lain oleh pelopor-pelopor "Fabian
Society",^ sebagai akibatdaritidakteijadinyakeseimbangan dalampemenuhan lapangan

pedagang, bangsa yang merkantilis memandang bangsa lain sebagai saingannya dengan cara
monopoli dan Iain-Iain.Demikianpula halnya mereka memperlakukan negara-negara jajahannya,
menguras sumber-sumber daya yang murah dan mengupahnya dengan upah yang rendah. Lihat
/6/W.,hal.33.

^Mochtar Mas'oed, 1994,EkonomiPolitiklnternasional dan Pembangunan, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, hal. 20.

^Kaum liberal ini berasumsi bahwa individu (konsumen, perusahaan dan wiraswasta
individual) adalah aktor utama dan mereka berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan
perolehan.Tindakanrasionaladalah tindakanyangdidasarkankepada kalkulasi untung-rugi atas
berbagai kemungkinan pilihan. Kaum liberal juga meyakini bahwa sebenamya tidak ada alasan
untuk timbulnyakonflik dalam hubunganekonomi-politik.Jadi kalauperdagang^ dibebaskan dari
peraturan pemerintah, setiapaktoryangterlibatakanbisamemperoleh keuntungan sesuaidengan
barang dan jasa yang tersedia. Deng^ demikian kesejahteraan akan meningkat. Ibid, hal. 22-23.

^F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, hal. 77
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pekerjaan {full employment) dari politik ekonomi liberalis. Pada waktu itu walaupun
pasar telah mencapai keseimbangan makro ekonomi, namun disisi lain telah banyak
menimbulkan dampak pengangguran dan hal ini merupakan sumber kemiskinan. Dalam
situasi tersebut, penciptaan lapangan pekerjaan tidak bisa dilakukan lagi oleh pasar.
Karena itu negara harus turun tangan untukmelakukan investasi, bahkan investasi-investasi
besar untuk menciptakan proyek berskala besar guna menciptakan kesempatan kerja.
Dengan investasi tersebut, mekanisme pasarkembali pulih.'

Dalam suatu negarakesejahteraan, negara mempunyai tugas politik dalam semua
sektor kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian. Tugas negara dalam
menciptakan kesejahteraan tidak terbatas padasuatu golongan tertentu dalam masyarakat,
tetapi adalah untuk semuawarganegara dan tidakpula untuk suatu waktu dalam kehidupan
individu, dimulai dari dilahirkan sampai meninggal. Negara harus memperhatikan
kesejahteraan individu dan masyarakat tersebut dan inilah yang dinamakan universalisme
negarakesejahteraan. Seiring dengan lahimyakonsepsi negara kesejahteraan ini, timbul.
pulaapayang dinamakan "konsepsi ekonomi kesejahteraan" yang memberikan dasar-
dasarteoritis ekonomis kepada konsepsi negara kesejahteraan itu.®

Dari sini kitakembali melihat, bahwa negara memainkan peranan positifdan
konstruktifdalam semua bidang, terutama dalam sektorperekonomian. Campurtangan
negara dalam sektor perekonomian yang vitaldapatdipandang sebagai salah satuciri
dariperekonomian abadkeduapuluh satu ini.

C. Kebijakan Dasar Ekonomi Indonesia
DiIndonesia, keterlibatan negarabidangekonomi bisa dilihatdaripolitik"ekonomi

terpimpin" yang dijalankan. Landasan konseptual bagi ekonomi terpimpin initercantum
dalam UUD 1945 Pasal33ayat 1,2,3, dan4yangmenyatakan bahwa"Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan" (ayat 1). "Cabang-cabang
produksi yangpentingbagi negara dan yang menguasai hajathidup orang banyakdikuasai
oleh negara" (ayat 2). "Bumi dan airdan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamyakemakmuran rakyat"
(ayat3). "Perekonoman nasional diselenggarakan berdasaratas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, .
kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional" (ayat 4). Dengan landasan konstitusional inipemerintah telah menyatakan bahwa
berbagai cabang-cabang produksi sebagai milik bersama rakyat.®

'M. DawamRahardjo, "Peran Negara dalam Proses Demokrasi Ekonomi"dalamJwrwa/
ReformasiEkonomi,'5\o. 1Januari-April 2001,hal. 19.

®F. Isjwara,Pengantar, hal. 77
Wndang-UndangDasarRepublikIndonesia Tahun 1945,2002, Bandung: Citra Umbara.
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Pada masa pemerintahan Soekarno, manifestasi ekonomi terpimpin ini
dlwujudkandengan'̂ politiksebagaipanglima"dan memandangmasalah-masalahekonomi
sebagai halyangkurangpentingdibahdingdengankampanyemiliter. Pengabaian masalah-
masalah ekonomi ini kemudian membuat ekonomi Indonesia nyaris ambruk. Operasi-
operasi militer melawan pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi selama krisis 1957-
1958, memaksapernerintah mengambil jalan menempuh anggaran defisit yang sangat
besar. Masalah anggaran defisit ini kemudian diperburuk oleh adanya pembangunan
militer untuk mendukung kampanye Irian Barat dan "Ganyang Malaysia". Kalau pada
tahun 1955 defisit itu hanya 14 persen dari pendapatan pemerintah, maka pada tahun
1965 meningkatmenjadi 174persen.'®

Defisit besar itu mendorong laju inflasi. Akan tetapi, bukannya hal ini langsung
diatasi, pemerintahmalahmeningkatkan biaya-biayamiliter. DitambahlagihutangIndonesia
di luar negeri. Demokrasi Terpimpin menciptakan hutang luar negeri yang berjumlah
$2,358 juta. Di arena intemasional, Indonesia semakin dikucilkan, ketika Indonesia
dikeluarkan dari keanggotaan PBB dan IMF tahun 1965. Kemudian berencana untuk
mendirikanorganisasikeijasamaintemasionalyanghanyaberanggotakannegara-negara
nonimperialis, yaitu The Conference ofThe New Emerging Force (CONEFO)."

Dengan kondisiekonomiyang semakin parah ditambah dengan kemelutpolitik
yang ditandai dengan konflik-konflik terbuka antara Angkatan Darat, umat Islam dan
PKI, mengharuskan Soekarno turun dari pemerintahan Demokrasi Terpimpinnya dan
berakhirlah masa Orde Lama.

Bersamaan dengan mntuhnya rezimSoekamo,hilanglah slogan"politiksebagai
panglima" yangdicanangkan olehparapendukungrezimtersebutdanmuncullah slogan
bam "ekonomi sebagaipanglima? yang diciptakan oleh para pembuat pendapat umum
yang sebelumnya ditindas oleh rezim tersebut.

Slogan tersebuttemyatamampumenarikhatimasyarakat luasyangmerindukan
perbaikan kondisi ekonomi. Penelitian yang dilakukan para intelektual ekonomi dan
hasildiagnosamereka, menyatakan bahwafaktorutamayanghams diatasiadalahmasalah
keuangan. Untuk mengembalikan keadaan ekonomi ke keadaan ekuilibriumnya, yaitu
menstabilkannya, pemerintah OrdeBamperlumenyediakan bahan-bahan pokokseperti
beras, tekstil danpenyediaan suku-cadang sertabahan-bahan mentah. Untukkeperluan
inipemerintah kemudian melakukan pinjamanke luarnegerisepertiJepangdannegara-
negara Barat.

'"Mochtar Mas'oed, 1989, Ekonomidan StrukturPolitik Orde Baru 1966-1971, Jakarta:
LP3ES,hal.47.

• 'Tbid.halAS.
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Berbagai diplomasi ke luar negeri dilakukan untukmenarik minat investor asing
menanamkan modal di Indonesia. Suatu pekerjaan yang tidak gampang, mengingat pada
masa Soekarno, hubungan Indonesia dengan luar negeri tidak baik. Kerja keras ini
akhirnya mendatangkan basil dengan dijalinnya hubungan dengan IGGI {Inter
Govermental Group ofIndonesia) tahun 1967 dan sejakitu berfungsi sebagai sumber
terbesarbantuanasing di Indonesia.

Yakin akan keadaan yangmenguntungkan ini, Indonesia kemudian melaksanakan
pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJPT I)dengan rencana pembangunan
lima tahun (Repelita) yang dimulai pada tanggal 1April 1969 dengan melaksanakan
Pelita I, lima tahun kemudian II, III, IV dan Vdan berencana untuk melanjutkan ke
PJPT II (Indonesia tinggal landas). Sedemikian rupa rencana pembangunan yang
diprogram oleh rezim ini, temyata belum dapatmenyelesaikan masalah-masalah ekonomi.
Bahkan menurut catatan Liddle, beberapa masalah dasar ekonomi seperti pengangguran,
kebangkrutan bisnispribumi, gejalapengusaha-klien dan birokrasi semakin menjadi lebih
gawat.'̂ Bahkan dapat dikatakan sebagian besar masalah tersebut, akhirnya
mengharuskan Soeharto turun dari puncak kepemimpinannya sebagai Presiden dimasa
OrdeBaru pada akhirMei 1998.*''

Segera tampuk kepemimpinan beralih ke BJ. Habibie yang pada masa
sebelumnya berkedudukan sebagai Wakil Presiden. Dimulailah era Reformasi. Dari
periode pemerintahan transisi pasca OdeBarn ini ada dua fenomena yang cukup menarik
untuk disoroti. Pertama, revitalisasi strategi perjuangan umat Islam melalui gelanggang
politik partisan. Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, telah dideklarasikan
pendirian lebih dari 80 partai dan sekitar hampir separuh adalah partai-partai yang
berbasiskan Islam. Dengan demikian gagasan artikulasi kepentingan umat Islam melalui
parta politik agaknya sedang mendapatkan tempat yang luas seiring dengan perubahan
pada sistem politik." Kedua, munculnyaperdebatan sekitar konsep ekonomi kerakyatan
disponsori Adi Sasono untuk mendukungperusahaan-perusahaan kecil, menengah dan
koperasi-koperasi. Secara implisit, ini diterjemahkan untuk membantu perusahaan-
perusahaanpribuml."

'̂ Lihat M.J. Kasiyanto, 1999, Masalah Sospol Dalam Pembangunan, Kharismatik,
Fundamentalis,RevolusiGagal Membangun, Jakarta: TriMawar, hal. 178-181.

"R. William Lidlle, "Regime; The New Order" dalam Donald K. Emmerson (ed.), 2001,
Indonesia BeyondSoeharto: PolityEconomy Society Transition, NewYork: ME. Sharpe, hal.49-
52.

'̂ Lihat Aminuddin, 1999, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia
Sebelum danSesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 360-361.

'̂ Lihat/Z)/i/., hal. 372-373.
'̂ Hal Hill, 2001, EkonomiIndonesia, ter. Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Rajagrafindo

Persada,hal.374.'
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D. Landasan Kebijakan Ekonomi Indonesia
Secara konseptual, sistem (kebijakan) ekonomi Indonesia berbeda, baik dengan

liberalisme maupun merkantilisme. Dalamsistem liberalis, hakmilikperseor^g{property
right) diakui dan dilindungi. Selanjutnyaalokasi sumber dayatidak ditentukan oleh negara,
melainkan diserahkan kepadatangan-tangan gaib{invisible hand), yaitumekanisme
pasar. Negara adalah visible handyangperanannya bisamendistorsi pasardankarena
ituhams dibatasiseminimalmungkin.'' Sebaliknya dalammerkantilis, negaramemegang
peranan yang sangatdominan dalam menentukan segala aturan main dalam pengembangan
sumberdaya dan distribusinya. Negara berkuasamutlakdalam menetapkan segala-
galanya baik dalam pemilikan, penguasaan maupun pemanfaatan faktor-faktor produksi.*®

SistemekonomiIndonesia,yangberlandaskanpada Pancasiladan UUD 1945—
sebagai landasan idiil—berorientasi kepadaKetuhanan Yang Maha Esa (berlakunya
etika danmoral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan Yang AdildanBeradab (tidak
mengenal pada pemerasan dan eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya
kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam
ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan r^atdanhajathidup orangbanyak);
serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuranmasyarakatyang utama-
bukankemakmuran bagiseorang).^^

Dari butir-butirdi atas,keadilanmempakan faktorutama dalam sistemekonomi
Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak, proses dan sekaligus tujuan negara. Dan
sebagai landasan konstitusional guna mewujudkancita-cita tersebut, pasal 33 UUD
1945 mempakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia yang didukung serta
dilengkapi dengan pasal 18,23,27 (ayat2) dan 34.^"

Dalam banyak uraian mengenai misi pasal 33 UUD 1945 selalu ditekankan
bahwa pasal ini berisl politik ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat. Yang
dimaksuddengankemakmuran ini tidak lainadalahkemampuanpemenuhan kebutuhan
dasar.Tetapidalam upayapeningkatan kemakmuranrakyat sebesar-besamya, sangat
ditekankan peningkatankemakmuranmasyarakat (umum),bukankemakmuranorang
perorang. Perekonomian berdasarkan asasdemokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang. '̂

"M. DawamRahardjo,"Ekonomi-PolitikTransisikeDemokrasidi Indonesia"dalamJurnal
Reformasi Ekonomi,yo\.II,No. 1Januari-April2001,hal.18.

'®Mubyarto, "Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila", dalam Sri
Edi Swasono (ed), 1998, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta: UII Press, hal. 145.

''Sri Edi Swasono, "Sistem Ekonomi Indonesia", makalah disampaikan dalam seminar
Pendalaman Ekonomi Rakyat Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta, 19 Pebruari 2002, hal. 1.

^°76/W.,hal.2.
^'Mubyarto, 1989,"Sistem dan PolitikPerekonomianIndonesia",dalam Pelaku dan Politik

EkonomiIndonesia, Yogyakarta:Liberty, hal. 16.
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Menurut Dawam Rahardjo, demokrasi ekonomi di Indonesia ditafsirkan sebagai
demokrasi partisipatoris, yangmemunculkan dua interpretasi yaitu:pertama^ menafsirkan
partisipasi ekonomi dengan mewujudkan sistem koperasi yang didefinisikan sebagai
kunipulan orang-orang, bukan kumpulan modal, karena sistem yang digerakkan oleh
kumpulan modal adalah kapitalisme dan dinilai sebagai sistem ekonomi yang tidak
demokratis sebab berdampakpadapenyisihan {exclutionaryeffect) partisipasi sebagian
masyarakat dalam segala kegiatan ekonomi. Kedua^ demokrasi ekonomi merupakan
sistem yang menghimpun kerjasama semua sektor dalam proses pembangunan dan
kegiatan perusahaan. Secara kongkret sektor-sektor yang diikutsertakan untuk
mendukung sistem ekonomi adalah sektor koperasi, swasta dan negara.^^

Sektor koperasi membangun ekonomi dari bawah dengan menghimpun orang-
orang kecil untuk bekerjasama dan salingtolong menolong dalam suasana kekeluargaan
antara manusiapribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Menghargai pribadi sebagai
makhlukTuhan dan bertanggungjawab atas keselamatan keluarga dan masyarakatnya,
tetapi menolakpertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama secara tidak wajar.
Karena koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam
keharmonisan antara kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum.^

Pemerintah atau negara bertugas untuk membuat peraturan guna melancarkan
jalannyaperekonomian, mencegah terjadinya praktek monopolistik, kartel dan trust,
menyediakan kebutuhan umum {publicgoods) dan bertindak sebagai wasit yang netral
dan mengoreksi informasi yang bias dan tidak merata atau memperbaiki pasar yang
tidak sempuma {imperfection of market). Peranan negara seperti inilah yang bisa
dianggap menjamin berlangsungnyakehidupan demokrasi. '̂*

Dalam pada itu negara berkewajiban pula melalui upaya-upaya politik
perekonomian danpolitikkemakmuran menjamin dan melindungi masyarakatyang misl^
dan terlantar (Pasal 34 UUD 1945). Inilah "kewajiban sosial" negara yang ditambah
dengan ketentuan pasal 27ayat 2—menjamin keseimbangan antara hak setiap warganya
untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan—menjadi semacam ukuran berhasil tidaknya negara atau pemerintah dalam
menyelenggarkan kesejahteraan sosial seluruh rakyat.^^

Antara aktivitas koperasi yang bekerja dari bawah dan aktivitas pemerintah yang
bekerja dariatas, masih luasbidang ekonomi yangdapatdikerjakan olehsektorswasta.

"M. DawamRahardjo,"EkonomiPolitik",hal. 18.
"MuhammadHatta, "Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33UUD 1945" dalam Sri-Edi Swasono

(ed.), 1998,Sistem Ekonomidan Demokrasi Ekonomi,Jakarta: UI Press, hal. 20.
"M. Dawam Rahardjo, "Ekonomi Politik", hal, 16. .
"Mubyarto, "Sistem dan Politik", hal. 16.
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Pengusaha swasta Indonesia bekerjasama untuk membangun ekonomi nasional
bersemangatkan kekeluargaan,^® yangsegala inisiatifswasta bekerja dibawahpengawasan
pemerintah dan dalam bidang dan syaratyangditentiikan pemerintah. '̂ Dengan demikian
pemerintah tetap memegang "pimpinan" dalam mengontrol dan mengawasijalannya
perekonomian yangdilaksanakan olehswastamaupunkoperasi (rakyatkecll).

E. Konsep Dasar Kebijakan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam
Untuk mengetahui apakah sistem politik ekonomi Indonesia itu sesuai dengan

konsepdasarekonomidalamperspektifIslam,terlebihdahuluakandibahasbagaimana
sebenamya konsep dasar ekonomi dalam Islam.
1. Konsep Dasar Ekonomi Islam

KonsepdasarekonomiIslamberangkatdaripemahamansecara utuh dan
mendalamterhadap filsafat ekonomi Islam.^® Karenaimplikasi dari asas filsafatini
dapat dijadikansebagaikerangkakonstruksi sosialdan tingkah laku sistem,yaitu
tentang organisasi kepemilikan, pembatasan tingkah laku individual dan norma
pelakuekonomi.^'Nilai-nilai dasarsistemekonomi Islam merupakan implikasi dari
asas filsafatekonomitauhid.Adapunnilai-nilaidasardaripadasistemekonomiIslam
adalah sebagai berikut:

Pertama, Nilai dasar kepemilikan. Kekhasan konsep Islam mengenai
kepemilikan initerletakpadakenyataan bahwadalamIslam, legitimasi kepemilikan
itutergantungpadamoral.^® Kepemilikanterletakpada memiliki kemanfaatannya
dan bukan menguasainya secara mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena
kepemilikan harta secaraabsolut hanyaadapadaAllahsemata.^^ Sehingga seorang

^^Sri-Edi Swasono, "Sistem Ekonomi Kita: Pasal 33 UUD 1945 dan Tantangannya Masa
Kini"dalamSri-EdiSwasono, \99Z,SistemEkonomi hal. 89.

^'Asas filsafat ekonomi dalam Islam menyatakan bahwa dunia, semua harta dan sumber-
sumber kekayaan adalah millk Allah, manusia di bumi hanya bertugas sebagai Khali/ah, mengelola
kekayaan tersebut sebaik mungkin sesuai dengan anjuran-Nya dan Rasul-Nya yang itu semua
akandipertanggungjawabkan diHariPengadilan(Kiamat).LihatM.NejatullahSiddiqi, 1985,Muslim
Economic Thinking: A Survey ofContemporary Literature, Leicester: The Islamic Foundation,
hal. 5.

^'Ahmad Muflih Saefuddin, 1997, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan
Kapitalisme Marxisme" dalam Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: FE
UI,hal. 129.

Abdul Mannan, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, ter. Ikhwan Abidin Bisri,
Yogyakarta: DanaBhaktiPrimaYasa, hal. 63-64.

^'Abul Hasan Bani-Sadr, "Islamic Economic; Ownership and Tawhid" dalam John J.
Donohue dan John L. Esposito (ed.), 1982, Islam in Transition Muslim Perspectives, New York:
Oxford University Press, hal. 230.
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Muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan
Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti yang
berlakuterhadap pemilikanlahan.HadisNabi saw:

•u^

"Garaplah tanah karena Allah dan Rasul, kemudian iiu akan menjadi
hakmu. Barang siapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu
menjadi miliknya. Dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar
memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun'" '̂̂

Pemilikan terbatas pada sepanjang umumya selama hidup didunia dan bila
iamati, makahartapeninggalannyaharus didistribusikan kepadaahliwarisnyamenurut
ketentuan Islam, setelah dilakukan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan
simayit(pemilik harta).^^ Seperti dalam firman Allah:

lis- (jyyV'j 1joi ily 01 lij

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak
untuk benvasiat kepada ibu bapaknya dan karib kerabat secara ma'ruf, (ini
adalah) kewajiban atas orang-orangyang bertakwa"^^

Tidak diperbolehkan kepemilikan secara perseorangan terhadap sumber-
sumber yang menyangkut kepentingan umum dan sumber-sumber alam yang
menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber inimenjadi milik umum
atau negara.^^ Hadis Nabi saw:

•jl-Jl j j (j j.lS'0yJ-oJk

"Semua orang Islam berserikatdalamtiga hal: dalam hal air, rumput,
apt " (HR. Ahmad dan Abu Daud)^^

"Sayyid Sabiq,1983, Fiqh Sunnah,JilidIII, Beirut; Dar al-Kutub, hal. 195.
"Abul HasanBani-Sadr, "IslamicEconomics...",hal.233-234.
"Q.S.2:180.

Nejatullah Siddiqi,MuslimEconomic.., hal. 9.
^®Sidqt Muhammad Jamil, 1994, SunanAbiDawudHIHdfizAbiDawudSulaimdn Ibnal-

Ash'ath al-Sajastani, Beirut:Dar al-Fikr,hal. 258.
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Empat macam barang inijuga dapatdikiaskan kepada barang tambang
dan minyakbumi sertakebutuhan-kebutuhan pokokmanusiapada waktu dan.kondisi
tertentu. Dalam kategori milik umum ini termasuk sumber-sumberairminlim, hutan,
laut dan isinya, serta udara dan ruang angkasa.

Kedua,Keseimbangan.Merupakannilai dasaryangpengaruhnyaterlihat
pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan
{moderation), hemat {parsimony) danmenjauhi sifatpemborosan {extravagance).

Konsep kesederhanaan ini tidakhanyaberupatimbangan kebajikan hasil
dari usahanya yangdiarahkan untukduniadanakhiratsaja, tetapijuga berkaitan
dengan keseimbangan antara kepentingan kebebasan perseorangan dengan
kepentingan umum,sertakeseimbangan antarahak dankewajiban. Sepertiyang
difirmankan Allah berikut:

.jLJI U5j a(J j iJjJl (J bjf.! Ujj

"Dan di antara mereka ada orang yang herdoa: "Ya Tuhan kami,
berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah
kami dari siksa api neraka"^''

Konsepnilaikesederhanaan berlaku dalamtingkahlakuekonomiterutama
dalammenjauhi sifatkonsumtif.^® Menjauhi pemborosan berlakutidakhanyauntuk
pembelanjaan yang diharamkan tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang
berlebihan.^' Apabila suatu waktu keseimbangan ini terganggu dan terjadi
ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, maka
haruslah ada tindakan-tindakan untuk mengembalikan ke keseimbangan semula.

Berbagai ujiandiduniaini,sepertikelaparan, kemiskinan, sempitnya lapangan
pekerjaandan Iain-lain,mengakibatkan keseimbanganterganggu,kestabilandan
keamanan punterganggu. Dalamkeadaan demikian Islamtelahmenggariskan suatu
aturan untuk mengadakan distribusi kekayaan dengan mengambil dari yang kaya
dan menyalurkankepada yang miskin dengan pembagian zakat, sedekah, hibah
danwaris.'"' Kemungkinantindakanlainmisalnyanasionalisasi industriataukegiatan
ekonomi lainyangdapat mengimplikasikan nilaidasar keseimbangan.

"Q.S.2:201.
^«Q.S.7:31.
"Q.S. 17:29; 55:8-9.
^"Dengan ketetapan syariah yang terwujud dalam kewajiban membayar zakat—apabila

telah satu nisab dan satu haul—waris, sedekah dan hibah memberikan suatu jaminan terhadap
"pembagian dan penyebaran secara terus menerus" akan harta benda. Lihat Afzalur Rahman, 1995,
Doktrin Ekonomi Islam,,ten Nastangin dan Soeroyo, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hal.
110-111.



42 Millah Vol. IV, No. 2. Januari 2005

Ketiga, Keadilan Sosial. Al-Qur' an merujuk pada konsep keadilan yang
merupakanistilahketigadi antaraistilah-istilah yangpalingseringdigunakan setelah
"Allah" dan "Ilmu Pehgetahuan".'*' Boleh jadi keadilan dianggap sebagai konsep
yang lebih luas dimana keadilan sosial memperoleh kedudukan utama. Dalam

' kenyataannya, banyak penulis kontemporer menegaskan bahwa keseluruhan
infrastruktur hukumdi dalamIslamdi dasarkan pada keadilansosial/^

Konsep keadilan sosial, sebagaimanayangseringdibahas olehpemikir-pemikir
kontemporer itubersifatmultidimensional. Keadilan berkaitan dengan danberintikan
kebenaran {al-haq)-^^ persamaandihadapanhukum,dijaminnyapersamaandi dalam
pendidikan—yang merupakan tanggungjawab negara; dilaksanakannya pajak
kekayaan untukpenyediaan kebutuhan dasarbagimerekayangtidakberuntung dalam
rangkamengurangi kesenjangan ekonomi.'" Keadilan berartipulakebijaksanaan dalam
mengalokasikan sejumlah hasil tertentu darikegiatan ekonomi bagimerekayangtidak
mampu memasuki pasaratautidaksanggup membelinya menurut kekuatan pasar,
yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq dansedekah."*^

Demikianlah nilai-nilai dasardarisistem ekonomidalamperspektifIslamyaitu
kebebasan terbatas terhadap kepemilikan hartadansumber-sumber kekayaan, nilai
keseimbangan dannilaikeadilan yangmerupakan kebulatan nilaiyangtidakbisa
dipisahkan. Pangkal tolaknilai dasarini, kemudian melahirkan nilai-nilai instrumen
y^gterealisasi dalam pelarangan riba, diperintahkannya zakat, sedekah daninfaq.

2. KeselarasanSistemEkonomiIndonesiadenganKonsepDasarEkonomiIslam
Dari penjelasan terdahulu tentang sistem (politik) ekonomi Indonesia dapat

diketahui bahwasistemekonomi yang dapat dijadikan landasan, berpijak pada
unsur keagamaan (religiusitas).'*^ Pancasila sebagai ideologi negara pun telah

'̂Hal inipemahdikemukakan olehSyekh N.H.Naqvi, 1986,Ethicsand Economics: An
IslamicSynthesis, Leicester; The IslamicFoundation, hal. 86.

^^Shahrukh Rafi Khan, 2002, "Sistem EkonomiPolitik dalamNegara Islam" dalamJurnal
Millah, Vol.,II,No. 1Januari, hal. 31.

•"M. Dawam Rahardjo, 1994, "Adl"idXzm Jurnal Ulumul Qur'an, Vol V, No.3,hal.47.
•"Shahrukh RafiKhan, "Sistem Ekonomi Politik", hal. 30;LihatjugaM.UmerChapra, 2000,

MasaDepan Ekonomi Islam, ter. Ikhwan AbidinBisri, Yogyakarta: DanaBhakti Wakaf, hal. 132.
^^LihatQ.S.2:110,27I,280.
•'̂ Menurut Bung Hatta alasan mengapa landasan ekonomi Indonesia bernafaskan

keagamaan lebih dikarenakan adanya dorongan etika agama untuk saling membantu dan
bekerjasama (asas kekeluargaan). Melaksanakan kerajaan Allah di atas dunia'adalah tujuan.
Kemudian perasaan keadilan menggerakkan jiwauntuk berontak dari kesengsaraan hidup dalam
masyarakat terhadap perbedaan yang mencolok antara sikaya dan simiskin. Lihat Sri-Bdi Swasono,
1998, "Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius" dalam Sistem Ekonomi dan DemokrasiEkonomi,
Jakarta: UI Press, hal. 138-139.
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mencantumkan Ketuhanan YangMaha Esa sebagai sila pertamanya. Sedangkan
Pasal 29 UUD 1945 dengan tegas pula menyatakan bahwa negara berdasar atas
asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memang ada yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi dengan teori-
teorinya yangbersifat universal, makatentunya adatempatbagisuatubangsayang
ideologi resminya tidakmengakui adanya Tuhan, untuk mengembangkan sistem
ekonomi yangdianggap cocok untuk bangsanya. Di pihak lain adajuga bangsa
yangmenganggap ilmuekonomi itu bebasnilai, sehinggasistemekonomiyang
dikembangkan lepas dari penghidupan pribadi anggota-anggota warga bangsa
tersebut. Agamamenurutkepercayaan bangsaini bersifatpribadisehinggatidak
perlumengaitkannya kepada sistem ekonomi.

BagibangsaIndonesia, pemikiran tersebutdi atastidakdapatditerapkan
dinegara ini,selain bertentangan dengan cita-citapara pendiri bangsa, juga tidak
sesuaidengan semangat ideologi Pancasila. Di Indonesia, yangeksistensi danhak
hidup beberapa agama besar diakui (Pasal 29 UUD 1945), nilai-nilai yang
dikembangkanberasal dari berbagaiagama,termasuk nilai-nilai adat asli bangsa
Indonesiayangberasal dariberbagai^suku bangsa. Dalam padaitu, karenamayoritas
pendudukIndonesia beragama Islam, nampaknyapaling besar pengaruhnya dalam
mempengaruhi aturan main nilai-nilainya, termasuk di dalamnya nilai-nilai
ekonominya.* '̂

Sistem ekonomi Islam yang dijiwai oleh konsep-konsep ajaran tauhid,
memang dapat diamati bisa berjalan di sebagian masyarakat yang mayoritas
beragamaIslam. Namundalam perkembangan ekonomi yangmengglobal dengan
persaingan terbuka, terkadang memaksa mereka untuk menerapkan praktek-
praktekbisnisyangnon Islami. Misalnya perusahaan yangberbentuk perseroan
terbatas yangmemisahkan kepemilikan danpengelolaan, dalamproses menihgkatkan
modal melaluipasar modal, seringterpaksa menerima asas-asassistem ekonomi
kapitalis yangtidakIslami."*^

Merujuk pada sila pertama,KetuhananYangMaha Esa, sistem ekonomi
Indonesiamenekankanpada moral Pancasilayangmenjunjungtinggiasas keadilan
ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan sistem.
ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adajah keadilan sosial bagiseluruh
rakyat Indonesia yangdiwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-
cara yang rasionalistik dan demokratis.

^76Mhal. 143-144.
••^Mubyarto, 2002, "Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia" dalam Shari'ah

Economics Days,Jakarta:ForumStudiIslamSenatMahasiswaFE-UI,hal. 1.
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Demikian pula ketika melihat kembali kepada adanya larangan terhadap
kepemilikan sumber-sumberumum, yangmengenai hajathidup orangbanyak dimiliki
oleh orang-seorang (Pasal 33 UUD 1945). Hal ini tentu sejalan dengan apa yang
digariskan dalam sistem ekonomi Islam yang tidak menghendaki adanya monopoli
satu orang terhadap sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Karena sumber-sumber umum inihanya boleh dikuasai oleh pemerintah.

F. Penutup

Berangkat dari paparan di atas bisa dikemukakan, bahwa secara konseptual
pada dasamya ekonomi Pancasila memiliki banyak persamaan dengan konsep dasar
ekonomi Islam. Sisikesamaan initerutama terletakpada tujuan akhirekonomi Pancasila
yangbertujuan untukmemperoleh keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pesan keadilan
sosial inijugalah yang merupakan intidansemangat yang melandasi ekonomi Islam.
Meski secara konseptual ekonomi Indonesia memiliki tujuan yang luhur, namun karena
perkembangan ekonomi sangatterkait dengan kebijakan (politik) suatu pemerintahan,
makadalam prakteknya padasetiapmasapemerintahan sistem ekonomi Indonesia ini
memiliki wajah yang beragam. Adanya keragaman ini, kiranya dapat menjadi pelajaran
berh^ga bagi setiap orde pemerintahan dalam perumusan suatu kebijakan yang sedapat
mungkinbisa merujukpada cita-citamulia dari sistem ekonomi Indonesia itu sendiri.
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